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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia senantiasa akan berhadapan dengan 

berbagai macam bahaya atau suatu peristiwa yang tidak tentu, dimana setiap 

perbuatan manusia sering kali diiringi dengan adanya risiko. Misalnya kebakaran, 

kecelakaan, kematian, kehilangan, dan musibah-musibah lainnya.

Untuk mengurangi atau menghilangi beban risiko tersebut perlu diadakan 

penutupan perjanjian asuransi (pertanggungan) yang tujuan utamanya adalah 

mengalihkan risiko kepada pihak lain (penanggung) dengan kontra prestasi 

membayar sejumlah uang (premi) dan pihak yang mengalihkan risiko (tertanggung)

tersebut akan mendapatkan penggantian kerugian atau pembayaran sejumlah uang

iapabila terjadi peristiwa yang tidak tentu (evenement).

Apabila ditinjau dari segi persesuaian kehendak, maka asuransi itu dapat 

dibagi dua, yaitu: asuransi sukarela (Voluntary Insurance) dan asuransi wajib 

(compulsary Insurance). Asuransi sukarela adalah asuransi yang penutupannya 

berdasarkan sukarela dimana di antara pihak tertanggung dan penanggung dalam 

mengadakan perjanjian tidak ada suatu paksaan dari pihak luar, sedangkan

Djoko Prakorso dan I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia, Penerbit: Rieneka Cipta, 
Jakarta, 1991, hlm. 1.
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pertanggungan wajib dikatakan demikian karena ada salah satu pihak yang 

mewajibkan pihak lain untuk mengadakan asuransi.

Lebih lanjut, asuransi wajib diartikan juga sebagai suatu asuransi yang 

mengharuskan masyarakat memasukinya dan bisa disebut asuransi sosial atau 

asuransi kesejahteraan sosial. Asuransi ini memberikan tanggungan pada peserta yang 

meninggal dan pada peserta itu sendiri karena cacat atau pensiun.

Pemerintah memegang peranan dalam menanamkan pentingnya arti atau 

guna dari asuransi itu khususnya mengenai asuransi yang menyangkut jaminan sosial 

(sosial security). Hal ini terbukti dimana di Indonesia sejak tahun 1963, kita sudah 

mengenal adanya asuransi wajib ini, yang kemudian juga masih ditambah dengan 

jenis lainnya pada tahun 1964.3 Sejak tahun 1963 kita telah mengenal Peraturan 

Pemerintah yang menetapkan bahwa setiap pegawai negeri harus ditarik sejumlah 

uang tertentu dari gajinya tiap bulan sebagai premi asuransi atas dirinya. Peraturan 

Pemerintah ini dikenal dengan PP Nomor 10 Tahun 1963 tentang Tabungan dan 

Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN).

Kemudian pada tahun 1964 diwujudkan oleh pemerintah dalam bentuk 

Undang-Undang yaitu UU Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan 

Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang 

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Kedua Undang-Undang ini juga mengatur

2 #
Emmy Pangaribuan Simanjuntak, pertanggungan wajib/sosial undang-undang 33 dan 34 

Tahun 1964, Seksi Hukum Dagang FH Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980, hlm. 5.
Ibid, hlm. 6.

i



3

tentang asuransi sosial/asuransi wajib yang dikenal dengan sebutan Asuransi Jasa 

Raharja”.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 1965 hanya menjamin atau memberi perlindungan terhadap 

penumpang kendaraan alat angkutan penumpang umum, sedangkan yang dijamin 

disini adalah setiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, 

pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan 

perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik 

yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan yang disebabkan kecelakaan 

penumpang dalam perjalanan.4

Sedangkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 menentukan bahwa Pemerintah dengan mengatur 

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan mempunyai maksud mengatur suatu 

pertanggungan/asuransi atas bahaya kecelakaan lalu lintas jalan yang menimpa 

seseorang yang sedang berada di luar alat angkutan atau kendaraan bermotor.5

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 perusahaan 

negara yang melaksanakannya adalah Asuransi Jasa Raharja sebagai suatu badan 

yang mengurus dan mengawasi Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dimana pada 

Pasal 7 dan 8 dari Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan tujuan dan pemberian

Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 edisi kedua 1992 PT. (Persero) Asuransi Kerugian 
Jasa Raharja, disusun oleh: Team Penyusun Materi Diktat Sesuai Surat Keputusan Direksi No. 
Skep./07/l 1/1984 Tertanggal 24 pebruari 1984, hlm 4.

5Sumbangan Wajib Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 edisi pertama 1984 PT. (Persero) 
Asuransi Kerugian Jasa Raharja,disusun oleh: Team Penyusun Materi Diklat Sesuai Surat Keputusan 
Direksi No. Skep/07/11/1984 Tertanggal 24 pebruari 1984, hlm. 12.
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4

tugas/usaha kepada PT. Asuransi Jasa Rahaija yang tidak lebih dari materi

pertanggungan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pertanggungan itu 

dikatakan pertanggungan atau asuransi wajib karena d i antara kedua belah pihak yang 

berada di dalam hubungan hukum pertanggungan itu adanya salah satu pihak yang 

mewajibkan kepada pihak lain (masyarakat) untuk mengadakan pertanggungan 

tersebut. Pihak yang mewajibkan dalam hal-hal pertanggungan ini ialah

“pemerintah” sebagai penanggung. Pemerintah mewajibkan membayar iuran atau

sumbangan dimana sumbangan tersebut wajib dibayar oleh pengusaha/pemilik alat

angkutan lalu lintas jalan. Sumbangan wajib yang terkumpul inilah menjadi suatu

dana yang dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah yang dipergunakan untuk jaminan

sosial, yaitu berbentuk penggantian atau santunan kepada orang yang menderita cacat 

atau kepada ahli waris dari orang yang meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu

lintas jalan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa peristiwa-peristiwa 

menimbulkan penggantian kerugian/pembayaran santunan dalam asuransi wajib ini 

adalah peristiwa kematian dan cacat tetap sebagai akibat dari kecelakaan umum atau 

lalu lintas.6

yang

Dalam hal penggantian kerugian atau pembayaran dana (santunan) harus 

ditafsirkan didalam pengertian yang terbatas, sebab sejumlah uang yang diterima oleh 

orang yang menderita cacat seumur hidup sudah barang tentu tidak sama nilai

6Ibid, hlm.7.

r
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cacatnya itu atau tidak dapat menggantikan cacat itu. Dalam hal kematian pun jumlah 

uang pemberian atau pembayaran dana (santunan) dari pemerintah, tentu tidak dapat 

disamakan sebagai pengganti kematian orang tersebut kepada ahli warisnya.

Dari uraian diatas semakin jelas bagi kita bahwa tujuan pemerintah 

mewajibkan atau mengharuskan diadakannya asuransi oleh para pemilik kendaraan 

bermotor itu adalah sebagai jaminan bagi setiap orang yang berada di jalan di luar 

alat angkutan lalu lintas yang sedang mengalami kecelakaan, dimana kecelakaan 

tersebut dapat mengakibatkan kematian, luka-luka dan cacat tetap.7 Dengan asuransi

wajib kecelakaan lalu lintas jalan (Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964) ini

seseorang yang sedang berada di luar alat angkutan atau kendaraan bermotor akan 

mendapatkan penggantian kerugian/pembayaran dana (santunan) oleh pemerintah 

sebagai penanggung yang dalam hal ini PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja apabila 

dia mengalami kecelakaan lalu lintas jalan.

Pembayaran dana (santunan) asuransi kepada seseorang yang mengalami 

kecelakaan lalu lintas jalan (tertanggung) atau ahli warisnya baru akan terwujud 

apabila dia atau ahli warisnya mengajukan permohonan pembayaran klaim dana 

santunan asuransi kepada penanggung/PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja. Namun 

dalam prakteknya sering terjadi pembayaran klaim dana (santunan) asuransi kepada 

tertanggung yang mengalami kecelakaan (meninggal, luka-luka dan cacat tetap) atau 

warisnya mengalami kesulitan bahkan tidak jarang terjadi penolakan terhadapahli

,. , t ?Undang“Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 (Peraturan Pemerintah No. 17-18 Tahun 
1965) Jasa Raharja, hlm. 50.

r



6

permohonan pembayaran klaim Dana (santunan) asuransi oleh pihak penanggung/PT. 

(Persero) Asuransi Jasa Raharja dengan berbagai alasan. Tentunya hal ini sangatlah 

merugikan pihak tertanggung atau ahli warisnya. Seharusnya pembayaran klaim dana 

(santunan) asuransi tersebut sangat diharapkan dapat membantu mengurangi beban 

(finansial) bagi pihak tertanggung atau ahli warisnya.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji 

lebih mendalam permasalahan ini dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang 

berjudul “PROSES PENUTUPAN ASURANSI KECELAKAAN JASA

RAHARJA DAN PENYELESAIANNYA APABILA TERJADI PENOLAKAN

PEMBAYARAN KLAIM SANTUNAN ASURANSI OLEH PT. (PERSERO)

ASURANSI JASA RAHARJA CABANG PALEMBANG”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas penulis mencoba 

membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penutupan perjanjian asuransi kecelakaan lalu lintas jalan 

(Jasa Raharja) antara pihak tertanggung dengan PT. (Persero) Asuransi Jasa 

Raharja Cabang Palembang?

2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pembayaran klaim dana 

asuransi korban kecelakaan lau lintas jalan atau ahli warisnya ditolak oleh PT. 

(Persero) Asuransi Jasa Raharja Cabang Palembang?

santunan

r
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E. Manfaat penelitian

1. Dari sudut Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia ilmu 

pengetahuan dalam rangka memperkaya khasanah kepustakaan mengenai kajian 

dalam bidang Hukum Dagang, khususnya tentang Asuransi Kecelakaan Lalu 

Lintas Jalan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan

Dana Kecelakaan Lalu Lintas.

2. Dari sudut Praktis

Sebagai masukan bagi masyarakat luas untuk lebih mengetahui mengenai

pembayaran dana (santunan) Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu

Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, Penulis akan melakukan kajian 

terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada, Ketentuan-ketentuan atau Syarat- 

syarat dalam polis khususnya mengenai klaim pembayaran dana (santunan) Asuransi 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan serta Litetatur-literatur, Tulisan-tulisan ilmiah, Karya-
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karya ilmiah dan lain-lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini. Sebagai pendukung dalam penelitian ini, maka akan 

dimanfaatkan juga data yang diperoleh dari lapangan yang dalam hal ini adalah PT. 

(Persero) Asuransi Jasa Raharja Cabang Palembang.

2. Lokasi Penelitan

Data dan informasi yang didapat dalam penelitian ini diambil dari 

perpustakaan dan di PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja Cabang Palembang.

3. Data dan Sumber Data

A. Data Sekunder

Data utama yang dipergunakan adalah data sekunder, meliputi bahan-bahan

hukum yang diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan

mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan.

Seperti :

a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas

Jalan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas.

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis 

memahami mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa karya ilmiah, literatur-

serta

r
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literatur mengenai perasuransian, Dokumen-dokumen seperti: Polis Asuransi, 

Laporan-laporan Penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi Jurnal Ilmu 

Hukum, Kamus Hukum, Ensiklopedi, serta Internet.

B. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung bersumber dari responden di 

lapangan, dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan menggunakan 

kuisioner kepada pihak yang terkait dalam bidang perasuransian.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk 

mendapatkan data sekunder dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data 

melalui penelitian kepustakaan atau library research dengan cara mengumpulkan, 

menelaah serta mempelajari bahan hukum (primer, sekunder dan tersier)

Sedangkan untuk mendapatkan data primer dilakukan penelitian lapangan 

atau field research yaitu dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan 

responden. Responden yang dipilih ialah responden yang memilili pengetahuan, 

berwenang serta berpengalaman dalam bidang perasuransian yang sedang diteliti 

dalam penelitian. Wawancara akan dilakukan secara terstruktur sesuai dengan 

pedoman daftar pertanyaan (kuisioner) yang telah disusun sebelumnya oleh 

pewawancara. Pada penelitian ini pihak-pihak yang menjadi informan adalah : 

a) Manager dan Klaim PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja Cabang Palembang.

i
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b) Pihak Kepolisian.

c) Pihak rumah sakit

5. Analisis Data

Dari data dan informasi yang dikumpulkan, baik data sekunder maupun data 

primer dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisa secara Analisis Kualitatif 

sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang pada akhirnya dapat memberikan 

jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam skripsi

lm.

f
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